MATERI 11

MAKLUMAT KEINDONESIAAN 
DAN SEKULARISASI PANCASILA

Pendahuluan 
Maklumat keindonesiaan yang digagas oleh sejumlah orang dalam simposiom nasional di Fisip UI tanggal 30-31 Mei 2006, dengan tema Restorasi Pancasila, sebelum Peringatan Hari Lahirnya Pancasila (1 Juni 2006), dan dibacakan oleh Todung Mulya Lubis dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila menarik untuk dicermati. Inti dari maklumat tersebut adalah penegasan, bahwa Pancasila bukanlah agama, dan tidak boleh ada satu agama pun yang berhak memonopoli kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila. Di sisi lain, maklumat tersebut juga menegaskan keluhuran Sosialisme, dan keberhasilan material yang diraih oleh Kapitalisme. 

Kita memang tidak tahu ada apa di balik penegasan ini. Di satu sisi, Pancasila dinyatakan bukan agama, dan agama juga tidak boleh mendominasi kehidupan yang dibangun berdasarkan Pancasila, sementara Sosialisme ---yang dibangun berdasarkan ideologi Materialisme, dan anti agama, dan karenanya bertentangan dengan nilai Pancasila--- justru diagungkan. Demikian juga dengan Kapitalisme ---yang dibangun berdasarkan Sekularisme, dan setengah anti agama, karena tidak menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima agama, dan nyata-nyata melahirkan ketidakadilan global, yang justru bertentangan dengan nilai Pancasila--- malah dipuja-puja. Maka, dengan membaca sekilas inti maklumat tersebut, kita dengan mudah bisa membaca adanya sejumlah inkonsistensi dan keganjilan di dalamnya. 

Vision of State
Pancasila memang bukan agama, karena ia merupakan kumpulan value (nilai) dan vision (visi). Tepatnya, lima nilai dan visi yang hendak diraih dan diwujudkan oleh bangsa Indonesia ketika berihtiar mendirikan sebuah negara. Meski demikian, bukan berarti Pancasila itu anti agama, atau agama harus disingkirkan dari rahim Pancasila. Karena keberadaan agama itu diakui dan dilindungi, serta dijamin eksistensinya oleh Pancasila. Masing-masing agama juga berhak hidup, dan pemeluknya pun bebas menjalankan syariat agamanya. Tentu tidak terkecuali dengan Islam dan umatnya. Sebab, dengan value dan visi ketuhanannya, justru arah negara Indonesia kelak bukanlah negara sekular, juga bukan negara Sosialis-Komunis, maupun Kapitalis-Liberal. Tetapi, sebuah negara yang dibangun berdasarkan nilai dan visi Ketuhanan yang Maha Esa.
Justru karena itulah, maka sangat ganjil dan aneh, jika agama ---khususnya Islam--- yang ada di dalamnya hendak disingkirkan, dan dibuang jauh-jauh dari kehidupan, dengan logika tidak boleh ada satu agama (kebenaran) yang mendominasi. Di sisi lain, hak umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya selalu saja dibenturkan dengan Pancasila dan UUD 1945, padahal kewajiban menjalankan syariat Islam tetap dijamin oleh sistem hukum di negeri ini. Karena itu, kemudian maklumat atau logika-logika seperti ini, tidak lebih hanyalah tafsiran yang juga nisbi, bahkan maaf sangat absurd, yang pada akhirnya selalu dipaksakan oleh segelintir orang kepada mayoritas rakyat di negeri ini, dengan menggunakan kekuatan sebuah rezim. Memang aneh, di sisi lain, tafsir orang lain atas kebenaran tidak boleh dipaksakan, tetapi mereka sendiri memaksakan tafsirannya atas kebenaran dan bahkan memonopoli tafsiran itu untuk dipaksakan kepada orang lain. Inilah bentuk inkonsistensi cara berfikir. Tetapi, bagi mereka justru ini merupakan bentuk konsistensi, tepatnya konsisten menolak Islam. Meski cara berfikir mereka sendiri inkonsisten. 

Justru karena itulah, maka hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara tidak pernah solid. Ketidaksolidan ini justru terjadi karena adanya pihak yang terus-menerus berupaya membenturkan antara agama dan negara. Inilah yang disayangkan oleh Ketua PBNU, Masdar Farid Mas'udi (Republika, 1 Juni 2006). Padahal, ketika bangsa yang mayoritas Muslim ini berhasil menyelenggarakan pemilu, orang-orang itu berteriak dengan lantang, bahwa demokrasi kompatibel dengan Islam. Tapi, giliran umat Islam menuntut syariatnya diterapkan, segera saja mereka menolak dengan menggunakan tafsir kebenaran mereka sendiri, yang maaf sudah klise; bertentangan dengan Pancasila-lah, bertentangan UUD 1945, mengancam keutuhan bangsa, dan tafsir-tafsir teror yang lainnya. 

Cara berfikir seperti ini tentu sangat picik, dan tidak jujur. Picik, karena selalu menggunakan Pancasila dan konstitusi sebagai pelarian. Tidak jujur, karena orang-orang itu tidak mau menerima kenyataan, bahwa demokrasi yang mereka agung-agungkan itu sendiri mengajarkan vox populi vox dei (suara rakyat suara tuhan). Artinya, jika rakyat yang mayoritas itu menginginkan kehidupan mereka diatur oleh syariat, mengapa mereka harus menolak? Inilah logika demokrasi yang sehat. Kalau kepicikan dan ketidakjujuran ini terus dipraktikkan, maka kalangan Muslim yang masih menerima demokrasi pun pada akhirnya akan muak dengan demokrasi, apalagi kalangan Muslim yang jelas-jelas menolak sama sekali. Pada akhirnya, umat Islam akan membuktikan sendiri, bahwa demokrasi itu hanyalah jargon kaum Kapitalis-Sekular, untuk mempertahankan kepentingan mereka, dan tak lebih dari alat penjajah untuk tetap mempertahankan rezim-rezim boneka mereka.  

Sekularisasi Pancasila

Pengamat Politik LIPI, Dr. Mochtar Pabottinggi, juga mengatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi negara, melainkan vision of state (visi negara), yang mendahului berdirinya Republik Indonesia (Republika, 1/06/2006). Visi itu kemudian dituangkan dalam UUD 1945, pasal 29, yang menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, dengan visi itu para pendiri negara ini justru ingin menegaskan, bahwa negara yang dibangunnya itu bukanlah negara sekular. 

Karena itu, tidak ada satu pun pasal dalam UUD 1945 yang menolak agama untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Bahkan, banyak pakar hukum Indonesia yang memberikan penegasan, bahwa Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional. Maka, penegasan bahwa Pancasila bukanlah agama, dan agama tidak boleh memonopoli kebenaran, jelas merupakan upaya untuk menistakan agama, dan memisahkan Pancasila dari agama. Sebagai open idea (ide terbuka) atau open value (nilai terbuka), sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY (1 Juni 2006), seharusnya kontribusi agama, sebut saja Islam, dalam membimbing visi yang dicita-citakan itu tidak boleh dibendung. Apalagi dengan membenturkan keduanya. Justru inilah yang harus segera diakhiri. Karena agama adalah keyakinan, sementara Pancasila yang nota bene bukan agama tidak akan bisa menggeser posisi agama. 

Nah, masalahnya kemudian adalah, apakah kontribusi agama, tepatnya  penerapan syariat Islam akan mengancam keharmonisan? Mari kita jujur melihat fakta. 
Pertama, selain Islam, agama-agama lain tidak memiliki syariat yang mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum, politik luar negeri. Agama-agama itu hanya mengatur urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai. 
Kedua, bagi Islam, urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai para pemeluk agama lain diserahkan kepada agama mereka masing-masing. Islam justru memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan syariat agamanya, pada wilayah yang memang menjadi wilayah agama mereka. Di sisi lain, mereka juga tidak dipaksa untuk menjalankan syariat agama lain, yang diatur oleh syariat agama mereka. 
Ketiga, bagi non-Islam, Islam hanya mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri, yang nota bene tidak diatur oleh syariat mereka. Sementara bagi kaum Muslim, Islam mengatur semua aspek kehidupan mereka, mulai dari urusan ibadat, cara berpakaian, makan, minum, kawin dan cerai, sampai urusan ekonomi, politik, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negeri. Dengan demikian, secara normatif tidak akan pernah terjadi benturan, atau disharmoni dalam hubungan antara Muslim dan non-Muslim sepanjang syariat Islam diterapkan. Secara historis, kondisi itu telah dibuktikan oleh sejarah Islam sepanjang 800 tahun, ketika Spanyol hidup dalam naungan Islam. Tiga agama besar, Islam, Kristen dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Masing-masing pemeluknya bebas menjalankan syariat agamanya, dan dijamin oleh negara. Inilah yang diabadikan oleh Mc I Dimon, sejarawan Barat, dalam Spain in the Three Religion.

Lalu dari mana logika penerapan syariat Islam itu bisa mengancam keharmonisan dan keutuhan bangsa. Nggak ada. Apalagi kemudian dibenturkan dengan persatuan Indonesia, sehingga ada seorang tokoh yang dengan pongah mengatakan, "Ingat, bukan Kesatuan Indonesia, tapi Persatuan Indonesia!" Ada kesan, seolah-olah kalau Islam diterapkan rakyat Indonesia tidak bisa bersatu lagi, dan karenanya persatuan Indonesia menjadi terancam. Meskipun diakui, jika Islam diterapkan, kesatuan Indonesia akan tetap terjaga. Maka, sekali lagi perlu kita tegaskan, bahwa Islam bukan saja menjaga keutuhan wilayah Indonesia, tetapi juga persatuan. 

Islam dan Pancasila
Kalau syariat Islam diterapkan, bukan hanya kesatuan dan persatuan Indonesia, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan. Di dalam Islam, umat lain akan mendapatkan perlindungan yang penuh dari negara, dengan jaminan kebutuhan hidup; sandang, papan dan pangan yang sama, juga jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Bukankah Nabi saw. sendiri pernah mengatakan, "Man adza dzamiiyan faqad adzani (Siapa saja yang menganiaya Ahli Dzimmah, maka sama dengan menganiaya diriku)." Bahkan, ketika rumah seorang Yahudi hendak digusur oleh 'Amr bin al-'Ash untuk pembangunan masjid, yang berarti menasionalisasi hak milik pribadi, 'Umar pun marah, seraya meminta gubenurnya itu untuk mengembalikan hak milik pribadi Yahudi tersebut. Kita juga diingatkan dengan kisah sang kepala negara, 'Ali bin Abi Thalib, yang bersengketa dengan orang Yahudi soal baju besi, dimana pada akhirnya dimenangkan oleh orang Yahudi, yang nota bene rakyat jelata itu.

Nah, inilah jaminan yang diberikan oleh Islam, bukan saja terhadap harta, tetapi juga jiwa dan keamanannya. Jika jaminan ini diberikan kepada seluruh rakyat oleh syariat Islam, bukankah cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu dengan pasti akan terwujud? Bahkan, lebih baik dibanding konsep keadilan sosial yang diadopsi oleh Sosialis dan Kapitalis. Karena itu, justru kalau syariat seperti ini diterapkan, bukan hanya persatuan yang diperoleh, tetapi cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu bisa diwujudkan dengan sempurna. Sebab, jaminan yang diberikan oleh negara tidak lagi melihat suku, etnis, bangsa dan bahkan agama, tetapi dilihat sebagai manusia yang hidup dalam satu negara, sebagai warga negara. 

Demikian halnya dengan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Islam telah memberikan ruang yang cukup dan proporsional kepada publik untuk menyampaikan pandangannya. Inilah yang dikenal dengan syura wa akhdz ar-ra'y (permusyawaratan dan pengambilan pendapat). Ada wilayah dimana pendapat tersebut harus diambil dari syariat, ada juga yang diambil dari pendapat mayoritas, dan ada juga yang diambil berdasarkan pandangan ahli (pakar), atau yang paling benar. Masing-masing didudukkan secara proporsional, sesuai dengan wilayahnya. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak akan keluar dari pakemnya. Sehingga Islam bukan memberangus kebebasan berpendapat, tetapi mengarahkan dan membimbing agar kebebasan berpendapat tersebut sesuai dengan wilayahnya. Di dalam Islam, ada Majlis Ummah dan ada juga partai politik yang berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan, kalau pemerintah menyimpang dari haluan negara, ada mahkmah madzalim yang bisa memberhentikannya.

Lalu, mengapa kita masih mempersoalkan kontribusi Islam? Apakah kita tidah pernah memahami keagungan ajaran Islam, ataukah kita memang selalu menutup mata, atau mungkin berniat tidak baik terhadap Islam? Wallahu a'lam.
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